KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/1999
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR I/MPR/1983
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLI 5NESIA,
Menimbang : a.  bahwa demi kemantapan tata susgal dan tata laksana
Majelis Permusyawaratal Republik Indonesia

telah ditetapkan Peratur Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan epublik Indonesia dengan
Ketetapan Majel@uusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Npfor ®I/MPR/1983 sebagaimana telah
beberapa iubah dan ditambah terakhir dengan

jelis Permusyawaratan Rakyat Republik
mor VII/MPR/1998;

b. engan menperhatikan perkembangan, keadaan
lebih  meningkatkan  peranan  Majelis

Hermusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,
dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas

beberapa  ketentuan pada  ketetapan = Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VII/MPR/1998;

c.  bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
tentang Perubahan kelima atas Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1983.

Mengingat : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang Undang Dasar
1945;
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Memperhatikan: 1.  Permusyawaratan dalam Sidang Umum Mejelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1
sampai dengan 4 Oktober 1999.

2. Putusan Rapat paripurna ke-2 tanggal 2 Oktober 1999
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober
1999.

MEMUTUSKAN °

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAW AT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUB ELIMA
ATAS KETETAPAN MAJELIS PERM WARATAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO R/1983
Pasal |
)
lik Indonesia Nomor
ermusyawaratan Rakyat
an Majelis Permusyawaratan
Nomor I/MPR/1993, Nomor

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raky:
I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib jeli
Republik Indonesia yang telah diubah dengal
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/

1/MPR/1998, dan Nomor VII/MPR/1998ydi sebagai berikut :
1. Pasal13 (b;

(1) Fraksi Majelis ad Mgelompokan anggota yang mencerminkan
konfigurasi pakiai hasil pemilihan umum, TNI/Polri, dan Utusan
Golongan.

(2) Fraksi ngah dapat dibentuk oleh dua atau lebih partai politik

dengapyu minimal sepuluh orang anggota.

Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi-fraksi Partai Politik yang
menuhi elektoral treshold, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.

2. Pas%
Pi?gl Majelis terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh

3. Pasal24

Calon Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota Fraksi yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

4. Pasal 25

(1) Ketua Majelis dipilih oleh anggota Majelis dari calon Pimpinan yang
diajukan oleh Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
berdasarkan suara terbanyak.
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10.

(2) Calon-calon Pimpinan yang tidak terpilih sebagai Ketua Majelis
ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua Majelis.

Pasal 38

(1) Badan Pekerja Majelis terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang
anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota
Fraksi dalam Majelis.

(2) Anggota tersebut ditunjuk oleh Fraksi yang bersangkutan.
Pasal 41

[ ]
(1) Badan Pekerja Majelis bertugas secara terus-menerus sa
jabatannya.

o
Pasal 42 O

(1) Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Pimpinan N@.

Pasal 46 °
(6) Pimpinan Panitia Ad Hoc tediri dari : %(b
a.  Seorang Ketua 0
b.  Dua orang Wakil Ketu
c.  Seorang Sekretaris §
X

Pasal 57
(1) Rapat-raj %‘ma Majelis pada suatu masa tertentu disebut
masa sidang, ba uk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang
Istimewa., °
2 j mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato

Presigen mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis.
Pa

(1) Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Umum MPR harus
sudah diterima oleh anggota sebelum Sidang dimulai.

Pasal 11
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
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PIMPINAN SEMENTARA,
ttd ttd.

Drs. SOEJITNO HARDJOSOEDIRO H.M. IZUL ISLAM

.\b,
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